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Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang 

Mengingat 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang P.ajak Hotel, maka untuk memberikan 
pedoman yang jelas dalarn pelayanan pemungutan Pajak Hotel. per1u 
meninjau dan merubah kembali Keputusan Walikota Palembang 
Nomor 360 Tahun 2004 tentang Persyaral.c!n. Mekanisme dari 
ProsedurTetap Pemun~utan Pajak Hotel; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d1maksud pada 
huruf a, pertu menE1tapkan PE1raturan Wallkota Palembang tentang 
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak 
Hotel. 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan P.erundang-undangan (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tarnbahan Lernbara.n Negara Nomor4437). sebagaimana telah diubah 
beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah.ln Daerah (Lembafan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Non:ior 59, Tambahan Len:ibaral) Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Leillbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): 
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6. Undang-Undang NOOlOr 28 Tahun 2009 teotang Pajak Daerah dan 
Relribusi Daerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesla 
Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagjan 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerint.ah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerinlahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
lembaran Negara Republilt Indonesia Nomor 4737); 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Admlnislrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 
Penerimaan Pendapatah Lain-lain; 

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tenlang 
Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2000 Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Ketentraman dan Ketertiban (lembaran Daerah Kofa Palembang 
Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Oaerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007; 

11. Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pembinaan clan Operasional Penyidik Pegawai Negerf Sipil 
(Lembaran Oaerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31); 

12. Peraturan Daerah Kofa Palemoang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembara:n Daerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pembentuka.n, Susunan dan Tata Kerja Oinas Daerah 
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 
NOOlOf9); 

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Pajak Hotel (Lembaran Oaerah Kota Palembang Tahun 2010 
Nomor 11). 

MEMUTUSKAN : 

Monetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN, 
MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK 
HOTEL 

BABI 

KETE.NTUAN UMUM 

Pasal1 

Oalam Peraturan ini yang dimaksod dengan : 
1. Daerah adaJah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Walikota adalsh Walikota Palembang. 
4. Oinss Pendapatan Daerah adalah Olnas Pendapatan Daerah Kola 

Palembang. 
5. Kepala Oinas adalah Kepala Dlnas Pendapatan Daerah Kota 

Palembang. 
6. Pajak Hotel adalah pajak atBs pelayanan yang disediakan oleh Hotel. 

( 
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7. Hotel adalah fasititas penyediaan jasa penglnapan/peristirahatan 
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup 
juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 
dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar. 

8. Kas Umum Daerah adaJah Kas Pemerintah Kota Palembang, 
9. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP 

adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Palembang. 

10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

11, Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha yang mellputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, ~roan lainnya, badan usaha milik 
negara (BUMN), atau badan usaha mffik daerah (BUMD) dengan nama 
dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pengsiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, c;>rganisasi massa, organisasi 
sosial poliiik atau organisasi ,ainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha letap. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, melfputi pembayar pajak, 
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan daerah. 

13. Mass Pajak adalah jangka wa.ktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, meny~r da.n melaporkan 
pajak yang teru1ang. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsingkal SPTPD 
adalah sural yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghifungan d:anlatau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak dan/atau h:arta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
perahlran perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. SUrat Setoran Pajak Oaerah yang selanjulnya disingkat SSPD adalah 
bulcli pemhayaran atau penyetoran pajak yang·telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Walikota. 

16. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
dislngkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 
besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak. Jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selan}utnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapa.n Pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan. 

18. Surat Kete,tapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SK.POLS adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan iumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besat 
dari pajak yang terh)Jlang atau tidak seharusnya terhutang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Nihil ya119 selanjutnya disingkat SK.PON 
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak 
sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak l.ldak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

20. Surat Taglhan Pajak Oaerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melalcukan ta.gihan Pajak danfatau sankSi adminilrasi 
berupa bunga dan/atau deoda. 
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21 . Pemeriksaan adalah serangkaian keglatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasari<an suatu slandar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atclu untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Oaerah aclalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serla mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti ltu membuat terang TTndak Pidana dibidang Pajak 
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BASIi 

PELAKSANAANPfMUNGUTAN 
Pasal2 

(1) Setlap orang atau badan yang menyelenggarakan kegialan bidang 
perttotelan, dipungut Pajak Hotel oleh Walikota melalui Oinas 
Pendapatan Daerah. 

{?) Sesuai dengan tugall pokok dan fung$inya, Dina-a Pendapatan Oaerah 
ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian 
administrasi d;m penelitian teknis dalam rangka pemunguta.n Pajak 
Hotel sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur telap yang 
diatur datam Peraturan ini. 

Pasal3 

(1) Proses penyelesaian permohonan pembayaran Pajak Hotel 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , dapat disesuaikan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang 
lengkap dan memenuhi syaral 

(2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah 
dilengkapi persyaratan sesual dengan ketentuan dalam Peraturan ini. 

(3) Permohonan yang di1olak lcarena lldak memenuhi persyaratan 
administrasi dan atau persyaratan teknis, akan diberitahukan kepacta 
Pemohon secara tertulls dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja. 

Pasal4 

(1) Temadap permohonan yang telah memem.thi persyaratan. d1mlnta 
penetapannya kepada Wallkota yang dituangkan dalam Keputusan 
tentang Pemungutan PaJal< Hotel. 

(2) Setelah ditetspkan Keputusan WaJikota dimaksod, Kepala Oinas 
menerbltkan Surat Ketetapan Pajak Daerah {SKPD). 

{3) Apabila Keputusan Walikota tentang Pemungutan Pajak Hotel sudah 
ditetapkan oleh Wafikota, Pemohon membayar Pajak Hotel, kemudian 
diterbitkan Pelikan yang ditanda tanganl oleh Kepala Dinas untuk 
disampaikan kepada Pemohon. 

Pasal5 

(1) Tata cara pemungutan Pajak Hotel dari pendalaan sampai dengan 
penagihan sesuai dengan Slstem dan Prosedur (Sisdur) Pajak Daerah. 

(2) Dalam hal kegiatan penda1aan, Oinas Pendapatan Oaerah dapat 
melakukan kerjasama dengan pihak lain unluk memperoleh data yang 
akurat dan uptodate dari Waflb Pajak sesuai dengan peraturan :R, 
perundang-undangan yang berlaku. \ 
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BAB Ill 

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK 

Pasal6 
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(1) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang 
mengusahakan hotel. 

(2) WaPb Pajak harus melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan 
· Oaerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya 

dimulai untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena PaJak. 
(3) Kepala Dines Pendapatan Daerah meneroitkan Surat Keputusan 

Pengukuhan PengUS<1ha Kena Pajak dan memberikan Nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta Maklumat sebagai tanda untuk 
dfketahui umum. 

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah : 
a. Jasa tempat tinggal asrama ya:ng diselenggarakan oleh Pemerintah 

atau Pemerintah Daerah ; 
b. Jasa sewa apartemen, kondominlum dan sejenisnya ; 
c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit. asrama perawal, panti jompo, 

pantia asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis ; dan 
d. Jass biro perjalanan atau peljalanan wisata yang diselenggarakan 

oleh hotel yang dapat dimanfaaU<an oleh um:um. 

BABIV 

OASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal.7 

(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dlbayar kepada Hotel. 

(2) Tam Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). 
(3) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dlhitung de~n cars 

mengaUkan tam sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1). 

BABV 

SURAT PEMBERITARUAN PAJAK DAERAH 

Pasa.18 

(1) Wajib Pajak harus melapoikan kepada Walikota teotang perhrnmgan 
paja~ terutang dalarn jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari 
setelah akhir masa paja.k dengan menggunakan SPTPD yang diisi 
dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ,.nengambil 
sendiri SPTPD pada Dinas Pendapatan Daerah. 

(3) Wajib Pajak adalah Badan, maka SPTPD harus <frta.nda tangani oleh 
pengurus atau Oireksi dan ~pabifa diisi orang lain selain Wajib Pajak 
harus melampirkan Surat Kuasa Khusus. 

(4) SPPD yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak kepada Oinas 
Pendapatm Daerah harus diberi tanda bukti penerima oleh Petugas 
Dinas Pendapatan Daerah. 

(5) Kepada Dinas atas wewenangnya berhak melakukan peoelitian dan 
pemeriksaan terhadap kebenaran dari isian SPTPD. 

' 



BABVI 

PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK 

Pasa19 
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(1) Penetapan dan ketetapan pajak dipertlitungkan sesuai dengan isian 
SPTPD yang telah diteliti. 

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terumng tidak tergantung 
pada adanya SKPD. 

(3) Berdasarkan SPTPD, pajak terutang ditelapkan dengan menerl>itkan 
SKPO. 

Pasal 10 

(1) Kepala Oinas berwenang melakukan pemenl<saan untuk menetapkan 
jumlah pajak terutang dari hasil Pajak Hotel dalam rangka 
melaksanakan Peraturan ini. 

(2) Untuk kepertuan pemerik.saan Petugas Pemeriksa harus melengkapi 
dengan Surat Perintah Tugas ciao harus memper1ihatkan kepada Wajib 
Pajak yang diperiksa. 

(3) Wajib Pajak yang dipenxsa wajlb : 
a. Memper11hatkan dan atau meminjamkan pembukuan atau 

pencatatan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan 
usaha Wajib Pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan di tempat atau 
ruangan yang dianggap pertu den memben"kan bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan. 

c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melalrukan 
pemerfksaan Kas (cash opname). 

(4) Waftb Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), maka pajak - pajak terutang ditetapkan secara taksiran atau 
jabatan. 

(5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
lain serta tidak membenl<aan keterangan yang diminta, Wajib Pajak 
yang teritait oleh suatu kewajiban untuk merahaslakannya, maka 
kewajiban untuk merahasiakannya ditiadakan atas petmintaan untuk 
keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pads ayat (3). 

Pasal 11 

(1) ApabiJa dalam menjalankan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak 
Hotel diper1ukan keterangan yang benar atau bukli yang sah dari pihak 
ketiga yang mempunyai hubungan deogan Wajib Pajak yang dipenksa, 
at.as permintaan Watlk.ota atau Pejabat yang ditl.lnjuk Kepala Oinas, 
pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti yang 
diminta. 

(2) Da1am prhak keliga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teffallt oleh 
kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajlban untuk merahasiakan 
dila.kukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-.undangan 
yang berlaku. 

Paeal12 

Waflkota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat 
usaha atau ruangan tertentu apabila : 
a. Wajlb Pajak tidak memenuhi kewajiban seba_galmana dimaksud dalam 

Pasal 10 pada ayat (3). 
b. Wajib Pajak tldak meoyetorkan pajak terutang, sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pads Daerah. 
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BAB VII 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasal13 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang meojadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitong, menyetor dan melaporkail pajak 
yang terutang. 

Pa,saJ 14 

Pajak yang terutan9 adalah pajak yang harus. dibayar pada suatu saat 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan peratura.n perundang-undangan perpajakan daerah. 

BAB VIII 
PERHITUNGAN DAN KE I E I APAN PAJAK 

Pasal 15 

(1) Penetapan dan ketetapan pajak diperhitungkan sesuai dengan isian 
SPTPD yang telah dileliti. 

(2) Berdasa~n SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
pajak terutang dengan penerbitan SKPD. 

(3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak atau 
kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga putuh) hari sejak 
SKPD diterima, dikenakan sank.si administrasl berupa. bunga 2 % (dua 
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

BABIX 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasa116 

(1) Pajak terutang harus dilunasl selambat-lambatnya pada tanggal 15 
(lima belas) bulan beriku lnya dari masa pajak yang terutang dengan 
menggunakan SSPO. 

(2} Pembayaran pajak teru1ang harus dilakukan dan disetor sel<aligus atau 
lunas. 

BABX 

PENGURANGAN, KERlNGANA.N DAN PENGHAPUSA.N PAJAK 
Pas.ii 17 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, kefinganan 
dan penghapusan pajak kepada Wallkota me!alui Dinas Peodapatan 
Daerah atas SKPD/STPD untuk 1 (satu) masa pajak tertentu datam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDISTPO_ 

(2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan penghapusan pajak 
~gaimana dimaksud pada ayat (1 ) , dengan tl\00\buat alasan-alasan 
yang jelas serta didukung dengan bukti yang sah sekaligus 
menyebutkan jumlah pajak terutang menurut perhilungan Wajib Pajak.. 

(3) Wafi!(ola dalam jangka walctu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
dilerimanya permohonan harus memberikan keputusan. 

(4) Apabila pennohonan yang dimohonkan oleh Wajib Pajak, sebagaimana 
d im~ksud pada ayat (3), Walikota belum memberikan kepurusan, maka 
permohonan yang dimohollkan dianggap dikabul~n. 
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(5) Keputusan Waliko1a sebagaimana dimal<sud pada ayat (3), dapat 
be.rupa me~rima seluruhnya atau sebagial}, ~olak, a1au menambah 
besamya pajak yang temulang. 

(6) Pengajuan permohonan sebag_aimana dimaksud pada ayat (1), tklak 
menunda kewajiban membayar pajak dan tindakan penagihan. 

Pasal18 

Bentuk, jeois dan isi focmulir untuk penagihan pajak ~ tarlda bukti 
pembayai:an dan pene,imaan pajak. masing-masing sesuai clengan Sistem 
dan Prosedur (Sisdur) Pajak Daerah. 

BABXI 

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasa.1 19 

Slstem Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
ada 2 (dua) cara : 
1. Sistem Menghitung Sendiri (Self Assesrnent System) 

Yaitu Wajib Pajak mengbilung, mengisi SPTPD dan menyetor sendiri 
pajaknya. 

2.. Sistem Ketetapan (Official Assesmenl System) 
Yaitu Ketefapan Pajak Langsung ditetapkan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah berdasarkan taksasi. 

BABXJJ 
PERSYARATAN 

Pasal20 

Persyaratan administrasi dalam pembuatan NPWPD untuk Pemungulan 
Pajak Hotel sebagaimana dimaksucl dalam Passi 2. dengan melampiritan 
anta·ra lain : 
1. Mengisi f61TT1ulir pendaflaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Dina$ 

Pendapatan Daerah deogan jela$, benar dan leogkap. 
2 . Foto copy Kartu Tamia Penduduk (KTP) Pemohon. 
3. Foto copy izin Mendlnl(an Bangunan (1MB). 
4 . Foto copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU). 
5. Foto copy bukti tunas PBB ta.hun terakhir. 

BABXJD 

MEKMHSME DAN PROSEDUR TETAP 

Pasal21 

Mel<anlsme pemungutan Pajak Hotel dengan cara dibayar sendiri (Self 
Assesment) adalah sebagai berikut : 
a . Pendaflaran 

1. Menyerahkan rormulir pendaftaran kepada Waj,1> Pajak setelah 
dicatat dalam Oaftar Formutir Pendaftaran. 

2.. Menefima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang 
telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi Iwasa, apabila 
pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar 
Fom1ulir Pendaflaran diberi landa dan tanggaJ penefimaan dan 
selanjutnya d1catat dalam Daflar lnduk Wajib Pajak, Daflar Waflb 
Pajak per-golongan serta dibualkan Kartu NPWPO. 

3. Apabila belum lengkap perayaratannya, formulir lampirannya, akan 
dikembalikan kepada Wajib Pajak secara tertulls untuk 
melengkaplnya. 
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b. Pendataan 
1. Menyerahkan formulir pendataan (SPTPD). 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan 

(SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak a,tau yang di~ri k1_.1asa, 
apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap. dalam daftar 
SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan, apabila belurn 
lengkap, SPTPD dlkemballkan kepada Wajib Pajak untuk 
melengkapi. 

3. Mencatat data Pajak dalam kartu data dan ke dalam daflar SPTPO 
Wajib Pajak Self Assesment 

c. Penetapan 
1. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasaI1<an 

SPTPD dicatat kedalam kartu data. 
2. Membuat Nota Pemltungan Pajak atas dasar kartu data dan hasll 

pemen"ksaan atau keterangan lain, dengan cara menghltung jumlah 
pajak terutang dan jumlah kredit pajak· yang dipemituogkan dalam 
kartudata 

3. Apabila pajak terutang kurang atau tidak dibayar, maka diterbilkan 
SKPDKB. 

4. Apab,ila tidak ~rdapat selisih antara pajak terutang dan kredit 
pajak, maka diterbitkan SKPDN. 

5 . Apabila terdapat tambal'\an Objek pajak yang sama sebagai akibat 
dit&mukannya data baru, maka diterbitkan SKPOKBT. 

6. Apabila 1erdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka 
dite!bitkan SKPOLB. 

7. Setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak, selanjutnya 
menyerahkan kembali Kartu Data kepada Un~ Kerja Pendapatan. 

8. Menerbilkan Daftar SKPDKB, SKPDKBT, SKPOLB, dan SKPON 
atas dasar Surat Ketetapan Pajak Oaerah tersebut diatas. 

9. Surat ketelapan ditanda tangani oleh Unit Keija Penetapan atas 
nama Kepala Dinas dan Daftar Surat Ketetapan tersebut di atas 
ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan clan masing -
masing disiapkan tanda terimanya. 

10. Menyerahkan kepada wajlb pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT. 
SKPDN, kemudian Wai1b Pajak menanda tangani masin9--masing 
tanda terima dan mengembalikannya 

11. Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi 
ad.ministrasi berupa kenai1<an sebesar 25 % {dua puluh rima 
persen} dari Pokok Pajak dan jumlah pajak terutang dalam 
SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100 % (seratus persen) dari Pokok Pajak. 

12. Apablla SKPOKB, SKPOKBT , SKPON yang ditelt>ttxan tl<lak. atau 
kurang dibayar setelah lewat wal<tu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN paling lama 30 (tJga puluh) hari 
sejak SKPOKB, SKPDKBT, SKPQN cfrterima dapat membenl<an 
sanksi administrasl berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap 
butan menerbitkan STPD. 

Pasal22 

(1) Untuk prosedur penyetorannya, angsuran dan penundaan 
pembayaran, pembukuan dan petaporan, keberalan dan bandmg, 
penagihan, kegiatan pembe~lan, pembalatan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan S81lksi ad.minisirasi 
serta pengembalian kelebihan pembayaran, sama dengan 
prosedur pemungutan pajak dengan cara Sistem Ketetapan 
(Official Assesment). 
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(2) Mekanisme pemungutan Pajak Hotel berdasar1<an cars Penetapan 
(Official Assesment). 
a. Pendaftaran 

1. Mengirim rormulir penclaftaran kepada Waflt> Pajak setetah 
dicatat dalam daftar formulir pendaflaran. 

2. Menerima dan memeriksa kelengkapan fonnulir penclaftaran 
Wajib Pajak yang t.elah daisi dengan Wajib Pajak atau yang 
diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya 
lengkap dalam daftar fonnulir pendaftaran diberi tanda dalam 
Daflar lnduk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak pergolongan 
serta dibuatkaan Kartu NPWPD. 

3. Apabila tidal( rriemenuhi persyaratan dan belum lengkap 
lampirannya, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak secara 
lertulis untuk melengkapi lampirannya. 

b. Pendataan 
1. Menylapkan formulir pendataan (SPTPD} kepada Wajib Pajak 

setelah dicatat dalarn daftar SPTPD. 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan fonnullr pendalaan 

(SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi 
kuasa apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap 
dalam daftar formulir pendataan diberi tan<;la dan tanggal 
penerimaan, apabila belum tengkap dikembalikan kepada 
Wajib Pajak untuk melengkapi. 

3. Mencatat data Pajak dalam kartu data yang selanjutnya 
diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses 
penetapan. 

c. Penetapan 
1. Membuat nots perhitungan Pajak Daerah atas dasar kartu 

data. 
2. Menerbitkan SKPDatau SKPDT jlka terdapat tambahan objelc 

pajak yang sama sebagai alaoat ditemukannya data baru atas 
dasar nota pemitungan Pajak Daerah dan membuat daftar 
SKPD/SKPDT. 

3. SKPD/SKPDT ditanda tangani oleh Kepala Un:it Kerja 
Penetapan atas nama Kepala Dinas dan daftar SKPD atau 
SKPDT dilanda tangani oleh Unit Kerja yang membidangi 
penetapan dan disiapkan tanda terimanya. 

4. Menyerahkan copy dafter SKPD atau SKPDT kepada Unit 
Kerja ya,ng membidaogi pembukuail penerimaan, penagihan 
dan program. 

5. Menyerahkan SKPD atau SKPDT kepada Wajib Pajak. 
6. Apabila SKPD atau SKPDT yang ditefbitkan tidak atau kurang 

dibayar setelah lewat waktu paling lam 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPD atau SKPDT diterima cflkenal<an sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % {dua persen) tiap 
bulan dengan menerbitkan SPTPD. 

d. Penyetoran 
Penyetoran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi terdiri dari : 
1. Bank Sumsel yang disediakan di kantor Dispenda Kota 

Palembang dengan Kode Rekening Nomor : 150-30-00001. 
Penyetoran yang telah divalidasi <fidismbusikan kepada 
Bendahara Khusus Penerima (BKP). BKP Dispenda 
bertugas : 
a. BKP mencatat dan menjumlahkan SSPD yang telah 

divalidasi dan dicatat dalam buku pembantu penerimaan 
sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan 
selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum. 
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b. Bendahara Khusus Penerima secara periodik (bulanan) 
menyiapkan lapora.n realisasl penertmaa,i dan penyetora.n 
uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Khusus 
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Oinas. 

c. Oidisbibusikan ke Unit Kerja terkait sebagai laporan. 

2. Penyetoran melalui Kas Oaerah pada Bank Sumsel Cabang 
Palembang Jalan Kol. Atmo dengan Kode Rekening 
Nomor : 150-30-00001 tefdiri dari : 
a. Kas Daerah menerima uang daJi Wajib Pajak disertai 

dengan media surat ketetapan dan media penyetora.n 
SSPD clan bukti setoran Bank. 

b. SSPD ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat K.as Daerah, 
maka lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran Bank 
diserahkan keinbali ke Wajib Pajak. 

c. 2 (dua} lembar tindasan SSPD dildrim oleh Kas Daerah ke. 
Bendahara Kllusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah 
yang dilampiri bukti setoran Bank. 

d. Bendahara Khusus Penerima, setelah menerima media 
penyetoran yang telah dlcap oleh Kas Daerah dlcatat dan 
dijumlahkan dalam buku pembanru penerimoan sejenis 
melalui Kas Daerah dan selanjutnya dlbukulcan dalam Buku 
KasUmum. 

e, Bendahara Khusus Penerima ~ra periodik (bulanan) 
menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran 
uang yang ditanda tangani oleh Bendah:ara Khusus 
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas. 

f. Didistribusikan ke Unit Kerja terkait sebagal laporan. 

e. Angsuran dan Penundaan Pemba:yaran 
1. Angsuran Pembayaran 

a Menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak. 
b. Mengadakan penelttian untuk dijadikan bahan dalam 

persetujuan perjanjian angsuran oleh Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah. 

c. Membuat surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran 
yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas, dan apabila 
permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Surat 
Perjanjian Angsuran. 

d. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran / Penolakan 
angsuran kepada Wajlb Pajak dan Daftar Surat Perjanjian 
Angsuran kepada Unit-unit lain yang terkail 

2. Penundaan Pembayaran 
a Menerima sural pennohonan penundaan pembayaran dari 

Wajib Pajak. 
b. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam 

pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh 
Kepala Oinas. 

c. Membuat surat persetujuan penundaan pembayaran/ 
penolakan penundaan pembayaran yang ditanda tangani 
ofch Kepala Dinas, apabila permohonan diselujui dibuatkan 
daftar pemetujuan penundaan. 

d. Menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran 
kepada Wajib Pajak <fan daftar peffietujuan penundaan 
kepada unit-unit lain yang terkail 

r 
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f. Pembukuan dan Penetapan 
1. Pembukuan dan Penetapan 

a . Mencatat ke dalam buku jenis pajak pada kolom penetapan 
yang tersedia atas dasar SPTPD Wajib Pajak Self 
Assesment; daftar SKPD, daftar SKPDT, daftar SKPDN, 
daftar SKPDLB dan daftar STPD. 

b. Mencatat kedalam bukl.J Wajib Pajak sesuai NPWPD dari 
Wajib Pajak masing - masing pada kolom penetapan yang 
tersedia atas dasar SKPD, SKPDT. SKPOKB, SKPDKBT. 
SKPDN, SKPDLB, dan STPO. 

c. Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah tercatatcleogan 
memberi nomor urut file. 

2. Pembukuan Penerimaan 
a . Mencatat k~ dalam buku jenis pajak ~ kolom penetapan 

yang tersedia atas dasar buku penerimaan sejenis dan 
daftar bukti pemidahbukuan. 

b. Mencatat kedalam buku Wajib Pajak sesuai dengan NPWP 
dari Wajib Pajak pada kolom penyetoran yang tersedia atas 
dasarvalldasi dari SSPD dan bukli pemtncJahbukuan. 

c. Mengarsipkan atau menyimpan seluruh dokumon yang 
telah dicatat dengan memberi nomor urut file. 

3. Pelaporan 
a. Membuat laporan realisasi penerirnaan Pajak Daerah atas 

dasar daftar penelapan, penerimaan dan tunggakan 
perjenis pajak dan daftar tunggakan W8J1b Pa,lak. 

b. Membuat laporan reaJisasi setoran masa (Sistem Self 
Assesment). 

g. Kebera1an dan Banding 
1. Penyelesaian Keberatan 

a. Menerima surat permohonan keberatan dari Wajib Pajak. 
b. Menellti k~ngkapan permohonan keberatan Wajib Pa~k. 

diteliti dan diperfksa kembafi, dibuat laporan hasll 
penelitian. 

c. laporan ke Kas Daerah untuk diteliti dan dipertimbangkan 
apakah permohonan keberalan dapat diterima atau tidak. 

d. Menyampailcan berkas keberatan W8j7b Pajak disertal 
Pertimbangan Kepala Dinas kepada Walikota untuk 
,pembuatan Keputusan, baik penerimaan atau penolakan 
terhadap keberatan yang diadukan oleh Wajlb Pajak 
-tersebut. 

e. Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh 
Walikota atau Pejabat yang drtunjuJc. berupa menerima 
seluruhnya atau sebagaian, menolak atau menambah 
pajak terutang. 

2. Banding 
Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan masih merasa tidak 
puas atas Surat Keputusan Walikota mengenai keberatan 
yang cliajukan, maka Wajib Pajak yang befsangkutm masih 
mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding 
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sesuai 
dengan kelentuan yang bertaku. 
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h. Penaglhan 
1. Penagihan dengan Surat T eguran 

a. Membuat Daftar Surat Teguran WaiTu Pajak 7 (11.JJuh) hart 
setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran. 

b. Menelbitkan Surat Teguran. 
c. Menyampaikan/Penyerahan Surat Teguran kepada Wajl> 

Pajak yang bersangkutan. 

2. Penagihan dengan Surat Paksa 
a. Membuat daftar Surat Paksa unluk Wajib Pajak yang 

setelah lewat waktu 21 (dua puluh sahJ) harf setelah 
tapggal SuratTeguran belum menyetoncan pajak terutang. 

b. Menerbitkan Surat Paksa dart daftar Surat Paksa. 
c. Mengirtmkan/menyerahkan Surat paksa kepad_a Wajib 

Pajak yang bersangkutan melalul Juru Sita P1:1jak. 

3. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan P~n : 
a. Membuat daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya 2 
x 24 jam (dua han) setelah tanggal Surat Paksa. 

b. Penerbitan Surat Perinlah Melaksanakan Penyitaan. 
c. Pelaksanaan penyitaan oleh Juru Sita deogan rnenyegel 

barang-barang milik W-yib Pajak yang boleh dlsita menurut 
perundang-undangan yang dmnci pads Belita Acara 
Pelaksanaan Sita. 

4 . Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang 
a. Membuat daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang 

untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hulang pajaknya 
sampaI dengan berakhimya batas wakw 14 (empat belas) 
hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan Penyitaan. 

b. Memeriksa harl, tangga! dan jam pelelangan yang disetujui 
oleh Kepala Dinas dan permintaan peoegasan kepada 
Sadan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). 

c. Menyiapkan barbs penyitaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan dan pengumuman lelang. 

d. Pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, tanggal dan jam 
yang telah ditentukan. 

5. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang 
a_ Membuat daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk Wajib 

Pajak yang telah melunasi hutang paJaknya sesudah 
penert>itan Surat Pennta.h Melaksanakan Penyitaan s;;impai 
dengan sebelum peogumuman lelang. 

b. Penert>itµ, Surat Pencabutan Penyitaan. 
c. Pelaksanaan pencabutan pen~an d~n pembuatan 

Serita Acara Pencabutan Penyitaan. 
d. Membuat laporan pelaksanaan pencabutan penyitaan. 
e. Monitoring pen)etolan Wajib Pajak seperti butir 1 di atas 

untuk mengetahui Wajib Pajak yang telah melunasi hutang 
pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan 
sebelum pelaksanaan lelang. 

f. Pembuatan daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang. 
g. Penert>itan Surat Pencabutan Pengumuman lelang. 
h. Mengirim/menyerahkan Surat Pencabutan Pengumuman 

Lelang oleh Juru Sita Pajak. 
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6. Keglatan Penaglhan dengan Surat Perintah Seketika dan 
Sekaligus : 
a Membuat daftar Surat Perirrtah Pena,gihan Seketika dan 

Sekallgus (SPPS dan S) untuk WaJlb Pajak yang belum 
men yet or. 

b. Menerbitkan Surat Perintah Pena91nan Seketika dan 
Sekaligus (SPPS dan S) dari Oaflar Surat Perinlah 
Penagihan Seketika dan Sekaligus. 

I. Kegiatan pembentulan, pembatalan, pengurangan ketetapan 
dan penghapusan atau pengurangan sanksl administrasi : 
a. Menerima s1,1rat pe.rmohonan pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan. dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi dari Wajib Pajak. 

b . Menellti kelengkapan permohonan pernbetulan, pembal:alan, 
pengurangan ketetapan. dan peoghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi Wajib Pajak, setelah dilaklikan penelitian 
dan bila perlu dilakukan pen,eril<saan, dibual laporan hasfl 
penelitian. 

c. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepa~ Oinas 
atas peml()h9nan Wajib Pajak, berupa Surat Keputusa:n 
Penolakan apabila permohonan ditolak dan Surat Keputusan 
Pernbetulan apabila permohonan diterima. 

d. Membuat Surat l<eputusan yang ditanda langani oleh Kepala 
Olnas atas pennohonan Wajib Pajak, berupa Surat K(!putusan 
Penolakan apabila pennohonan ditolak dan Surat Keputusan 
Pembetulan apablla pennohonan diterima. 

e. Menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak dengan 
tembusan kepada Unit Ke,ja PenetaRc1n dan Unit Keija 
Pembukuan dan Petaporan Drnas Peodapatan Daerah. 

J. Peng&mballan Keleblnan Pembayaran: 
a . Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, melak.ukan pemeriksaan dan membuat 
laporan pemeriksaan ditanda tanga.nl oleh Petugas dan Wajib 
Pajak. 

b. Mencalat ke kartu data. selanjutnya diserahkan kepada Unit 
Kerja perflitungan untuk dilakukan pemitungan penetapan 
keleblhan pembayaran pajak_ 

c. Memperhitungkan dengan utang/tunggakan pajak yang lain. 
Apakah punya utang atau tidak, kemudian dibuat Nola 
Perhitungan. 

d. Setelah d ipemitungkan dengan utang paiak yang la!n temyata 
kelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan 
utang pajak lainnya tersebut maka Wajlb Pajak menerima 
bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran 
kompensasi dengan paj.ak teruta:ng dimaksud, karenanya 
SKPDLB tidak diterbitkan. 

e. Apablla utarig pajak setelah diperhitungkanldlkomp&nsasikan 
dengan kelebihan pembayaran pajak temyata lebih, maka 
Wajib Pajak akan menerima bukti pemindahbukuan san 
sebagai bukll pembayaran/kompensasi dan SKPOLB harus 
diterbitkan. 

f. Setelah menerima SKPDLB da.ri Unit Kerja Penetapan 
diproses unbJk dilerbitkan SPMKPD dan ditanda tangani oleh 
Wallkota. 

_g. Kas Daerah mengembalika.n kelebihan pembayaran pajak 
sesual SPMKPD dengan menerbitl<an SPMU. 
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(3) Mekanisme dari Prosedur Tetap pemungutan Pajak Hotel adalah 
sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian yang lidak dipisahkan dengan 
Peraluran ini. 

BAB XIV 

PENUTUP 

Pasal23 

Dengan berlakunya . Peraturan lni, maka Keputusan Walikota 
Palembang Nomor 360 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Mekanisme 
dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hotel. dicabut cfan dinyatakan 
tidak bertaku. 

Pasal 24 

Per~turan ini mulai bertaku $ejak langgal diundangkan. 

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, mem·~rthlahkan 
pengundangan Peratura11 lni, denga11 penempatannya dal.im Bcrita 
Oaerah Kota Palembang. 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal lo ~ re~ 2011 

ALEMBAHG, 
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